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yang bukan-bukan seperti , rukang lawak" atau "bapak pithe­
cantrops uerectus" 

Di samping itu keseragaman (uniformitas) tidak dituntut. 
Ini justru menyulitkan, sempit, dan picik. Sebagai contoh cara 
mengajar di Yogyakarta tidak usah sama dengan cara mengajar 
sejarah di Menado. Di Y ogyakarta, guru dapat memulai dengan 
membicarakan Budi Utomo, Dr. Soetomo, Dr. Wahidin, sebagai 
orang Yogyakarta tentunya lebih menarik bagi anak didik . Se­
baliknya di Menado anak didik kurang tertarik , Budi Utomo 
bagi anak didik di Menado sangat sukar dimengerti, malahan 
akan menjemukan anak didik dan pelajaran sejarah menjadi ti­
dak menarik. Akan lebih baik pelajaran di Menado diawali 
dengan memperkenalkan tokoh pergerakan Dr. Samratulangi, 
yang lebih akrab dengan lingkungan sosio-kultural Sulawesi 
Utara. 

Demikian juga mengajar sejarah dijurusan non sejarah seper­
ti misalnya di Fakultas Ekonomi harus lebih banyak dihubung­
kan dengan sejarah perekonomian Indonesia. Misalnya tanam 
paksa yang pernah dijalankan di Indonesia ternyata memis­
kinkan sebagian rakyat Indonesia. Hapusnya sistem tanam paksa 
diikuti dengan masuknya modal asing Belanda atau asing lain­
nya sesuqah tahun 1870, justru membuat perekonomian ber­
orientasi keluar. 6 

Dalam lapangan ekonomi keadaan bangsa .kita sangat menye­
dihkan sekali. Rata-rata bangsa Indonesia hidup hanya dengan 
2¥2 sen sehari. Perekonomian sepenuhnya berada di tangan 
bangsa asing dengan modal-modal besar berupa perkebunan­
perkebunan tern bakau, tebu, karet, dan teh. Bangsa kita hanya 
menjadi kuli dan sering menjadi korban dari pada rentenir­
rentenir tuan tanah bangsa asing. Politik pengisapan (drainage) 
ini telah dijalankan sejak zaman VOC. Dikuasailah seluruh per­
dagangan, perdagangan, perindustrian, perkebunan, perkapalan, 
dan sektor-sektor kehidupan lainnya. Setiap tahun berjuta-juta 
rupiah mengalir negeri Belanda. Demikian 
juga pada. Fakultas pertaniitn diberikan pengertian kepada para 

l 
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mahasiswa bahwa di Indonesia juga beroperasi perkebunan.per­
kebunan milik bangsa asing. 7 Tanam paksa dalam bidang per­
tanian yang dijalankan, menghasilkan kekayaan yang bermil­
yar-milyar gulden bagi Belanda. Selama berpuluh-puluh tahun 
politik ekonomi dan politik agraris ini telah dialankan dan 
ternyata menambah sengsara rakyat. 

Hal semacam ini sangat diperlukan dan harus dipikirkan 
oleh para pengajar akan muncul untuk menambah atau mengu­
rangi bahan yang ada atau memilih mana yang tepat clan tidak 
perlu dituntut uniform. 

Pada suatu pertemuan antara guru-guru, pengajar sejarah, 
sarjana sejarah, dan para sejarahwan di Yogyakarta sekitar bu­
lan September 1984 hal ini sudah dibicarakan. Dalam pertemu­
an ini dengan pembicara tunggal Ors. Abdurachman Surjomihar­
djo, sejarahwan UPI, itu para peserta berbicara secara blak-blak­
an mengatakan bahwa pelajaran PSPB terlalu mengikuti buku 
paket sehingga terlalu sempit dan kaku. Ini menjadi keluhan 
problematis yang menjadi masalah prinsip dalam proses bela­
jar mengajar PSPB ini dan perlu dicarikan pemecahannya. 

Terlalu sempit juga berarti materi PSPB sering diganti dan 
dirubah. Mula-mula materinya diambil dari zaman kuno sampai 
zaman Modern. Kemudian diganti lagi mulai dari periode per­
gerakan (1908) sampai Zaman modern (kini). Hal yang paling 
mengejutkan dan mengherankan dimulai dari tahun 1945 sam­
pai kini, yaitu dari Proklamasi Kemerdekaan sampai kini. Ke­
lihatan dan kecendrungan seperti mau "menggelapkan" episode 
suatu babakan sejarah Indonesia. Ini tentunya mengkhawatir­
kan kita kalau anak didik sebagai generasi penerus nantinya ha­
nya menerima hal-hal yang sepihak dan tidak u tuh. 

Disamping itu apakah dengan bahan-bahan periode yang 
singkat ini (setelah 1945) dapat dengan cukup menanamkan 
nilai-nilai patriotisme dan nasionalisme. Justru sebaliknya pada 
masa-masa sebelum proklamasi kita banyak mendapatkan con­
toh-contoh peristiwa sejarah, atau perbuatan tokoh-tokoh se­
jarah Indonesia yang kita idealkan dan patut dicontoh. Bagai-
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mana Soekarno berjuang memperjuangkan kemerdekaan . ini 
dengan keluar-masuk penjara. Bagaim ana Mohammad Hatta 
berjuang di Negeri Belanda dengan perhimpunan Indonesia­
nya. Bagaimana mahasiswa-mahasiswa Indonesia di negeri Belan­
da yang masih sangat muda usia masih peduli dan sempat 
memperhatikan nasib tanah air di samping belajar, Nama "In­
donesia" saja pada waktu itu masih tabu untuk diucapkan. Ba­
gaimana seseorang yang menjadi anggota PNI saja bisa dicopot 
dari pemerintahan. Banyak pula contoh para pejabat generasi 
pertama kali rumah saja tidak punya. Berbeda dengan sekarang, 
rumah bukan lagi semata-mata untuk tempat tinggal, tetapi se­
bagai akumulasi kapital. 8 Hal-hal semacam inilah yang perlu 
ditanamkan pada anak didik, dan contoh-contoh seperti ini 
banyak kitajumpai dalam periode pergerakan Nasional. 

Terlalu sempit pula kalau setiap minggu siswa harus mempe­
lajari sejarah dari tahun 1945 saja, apakah mereka tidak jenuh 
dan bosan dengan bahan yang itu-itu saja. Lebih celaka lagi 
kalau guru atau pengajar sebagai pelaksananya kurang mengua­
sai metode mengajar, seperti kebanyakan pengajar sejarah seka­
rang yang asal jadi a tau jalan saja 

Penting juga untuk diperhatikan, fungsi sejarah yang akan 
diajarkan ataupun ditulis. Apakah sejarah sebagai konstruksi (si­
fatnya tentu ilmiah), didaktis atau pragmatis. Tidak sembarang 
guru bisa mengajar dan mengetahui fungsi sejarah yang akan di­
ajarkan. Sejarah yang berfungsi ilmiah diajarkan di Jurusan se­
jarah untuk ahli sejarah yang profesional. Hal ini akan berbeda 
dengan sejarah dalam fungsi didaktis-pragmatis atau inspiratif 
seperti halnya PSPB ini. Hal seperti ini sangat menyolok dite­
mui mata kuliah PSPB di perguruan Tinggi non Sejarah yang 
diasuh oleh dosen atau pengajar yang kurang memperhatikan 
fungsi-fungsi ini. Mata kuliah PSPB di fakultas seperti ini ka­
dang-kadang diberikan sama dengan di Jurusan sejarah. Dalam 
arti bahan-bahannya sangat luas dam bil dari zaman kuno sam­
pai zaman Orde&.irutanpa memberikan penekanan pada episo­
de-episode tertentu. Itu akan terbentur pada masalah waktu 
yang tidak cukup, karena yang tersedia hany;t satu semester. 



119 

Barangkali dapat disamakan dengan mata kuliah Kapita selekta 
Sejarah Indonesia di Jurusan Sejarah pada semester akhir. Misal­
nya diberikan juga pergerakan petani, Involusi pertanian, per­
gerakan Sosial, masalah pengguntingan uang pada masa­
masa setelah kemerdekaan. Hal semacam ini terasa kurang kena 
apabila diberikan di fakultas-fakultas non Sejarah, dan bahkan 
kalau boleh dikatakan sakaprah. 

IV 

Sejarah nasional yang diajarkan bukan hanya untuk menge­
nang masa lampau saja, atau memberikan infonnasi kesejarahan 
saja, tetapi ada fungsi politik-pragmatisnya. Di samping itu fung­
si untuk mengenalkan apa? kepada generasi berikutnya. PSPB 
tentunya mempunyai tujuan didaktis-pragmatis. Dengan demiki­
an, bentuknya harus sesuai dengan tujuannya, sehingga betul­
betul memberikan inspirasi kepada anak didik . Ada nilai pertdi­
dikannya seperti yang dianjurkan oleh sejarawan Amerika He­
bert Butterfield,9 atau ada pertimbangan moral ataujudgement 
seperti yang dianjurkan oleh John Dewey. 10 

Nilai pendidikan atau pertimbangan moral misalnya ada 
pahlawan yang dijadikan model atau panutan, yang tentunya 
lebih banyak mementingkan kepentingan umum di atas kepen­
tingan pribadi. Kata-kata seperti ini sekarang banyak diucapkan, 
tetapi contoh yang demikian justru banyak kita jumpai pada 
periode pergerakan nasional seperti disebutkan di atas. Bagi 
orang sejarahwan atau pengajar sejarah, melekat tanggungjawab 
moral. Kalau direnungkan lebih qalam tidak gampang mengcijar 
sejarah. Tidak hanya asaljalan saja, tetapi banyak segi yang per­
lu dipertimbangkan. 

Melaksanakan tanggung jawab moral, tentunya tidak segam­
pang yang diucapkan. Bisa saja sejarahwan atau pengajar sejarah 
berbohong kepada .anak didik, yang putih dapat dibilang merah 
dan juga sebaliknya. Ini tentunya sangat berbahaya. Di sini ka­
lau boleh dikatakan, maju-mundurnya bangsa banyak ditentu­
kan oleh sejarahwan atau pengajar sejarah pada setiap tingkat 
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a tau jenjang Pendidikan. Kearah mana bangsa akan dibawa, ke 
arah merah atau putih. Itulah sebabnya kebijaksanaan pemerin­
tah sangat perlu memperhatikan masa lampau. Sekarang me­
mang ada kecenderungan untuk tnembongkar gedung-gedung 
bersejarah seperti bekas gedung Harmoni di Jakarta dan juga 
tempat-tempat lainnya. Kebijaksanaan seperti ini tentunya tidak 
mempunyai perspektif sejarah. 

Dalam hubungan ini, tentunya kisah-kisah masa lampau 
tidak utuh sampai kepada kita. Ia hanya akan meninggalkan be­
kas-bekas, baik yang tertulis maupun yang monumental. Tetapi 
monumen yang sampai pada kita tidak hanya seonggok bekas 

· bangunan saja atau sejenisnya. Sumber monumental akan dapat 
lebih menghidupkan, lebih dapat memberi arti dan q1sa hayat. 
Tentunya setelahdipertanyakan oleh sejarahwan. Misalnya mo­
numen apa15 bekas dari zaman mana? dan pertanyaan sejenis­
nya. Dengan demikian akan dapat menggugah setiap warga 
negaranya memupuk rasa cinta tanah air dan cinta bangsa. 

Kembali masalah didaktik-metodik tentunya harus sesufil 
dengan kemampuan anak didik dan ini harus dapat perhatian. 
Kemudian diperlukan teknik penyajian yang cocok dalam pe­
ngajaran dan juga memperhatikan kondisi psikhologis ; tidak 
perlu seragam, akan tetapi memperhatikan lingkungan sosial­
budaya. Dengan demikian, memasyarakatkan PSPB memang .ti~ 

dak gampang, tidak cukup hanya orang di belakang meja saja. 
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HASIL SEMINAR SEJARAH NASIONAL V 

A. Pengantar 

Seminar Sejarah Nasional V diselenggarakan oleh ·Proyek 
Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional, Departemen 
Pendidikan dan Kebudayaan, bekerjasama dengan Kantor Per­
wakilan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi J awa 
Tengahtelah berlangsung di Semarang dari tanggal 27 sampai 30 
Agustus 1990. Seminar yang diadakan dalam rangka Pengkajian 
Sejarah 45 Tahun Indonesia Merdeka bertemakan Peranan Se­
jarah dalam Pembangu.nan Era Lepas Land.as, dihadiri oleh 
±, 400 peserta yang terdiri atas para peneliti, penulis, pengajar, 
p.engabdi masyarakat, dan. peminat sejarah. Para peserta berasal 
dari berbagai lem baga penelitian, pendidikan, pelayanan masya­
rakat, dan perorangan dari seluruh Indonesia. Setelah membaca, 
menyimak, aan membahas bahan masukan baik yang berupa ce­
ramah umum makalah yang disajikan (lihat lampiran) , maupun 
diskusi yang berlangsung selama Seminar, peserta Seminar sam­
pai pada kesimpulan akhir sebagai berikut: 

B. Simpu/an Ceramah Umum dan Maka/ah 

1. Peran Sejarah semakin penting dan tinggi nilai strateginya 
membangun bangsa dan negara dalam masa pembangunan 
menuju era lepas landas. 

122 
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2 Oleh karena alasan terse but butir 1, penulisan sejarah baik se­
bagai ilmu pengetahuan maupun bahan pendidikan tidak da­
pat diabaikan lagi dan perlu ditunjang dengan : 

a. pemutakhiran data dan penggalian sumber sejarah mela-
lui kegiatan penelitian baik lapangan maupun kepustaka- i 
an; 1 

b. Penerapan holistik dan pendekatan antar bidang dalam 
kegiatan penelitian dan penulisan sejarah; 

c. Pengembangan cara kerja dan sistimatika pengungkapan 
yang disesuaikan dengan setiap tujuan penelitian dan pe­
nulisan sejarah; 

d. Perluasan lingkup dan orientasi ranah perhatian peneliti l' 
dan penulis sejarah (gerakan masyarakat, pedesaan, to- ··· 
koh, dsb); 

e. Penggunaan gaya bahasa dan cara penyajian yang dise­
suaikan dengan sasaran masyarakat pem baca. 

3. Di bidang pengajaran sangat disadari pentingnya hal-hal yang 
berkenaan dengan : 

a. hakikat dan tujuan pengajaran sejarah; 

b. jenjang pendidikan ; 

c. perumusan GBPP dan penjabarannya; 

d. pemilihan cara/metod pengajaran sesuai dengan jenjang 
pendidikan ; 

e. bahan dan sarana pengajaran; 

f. kwalifikasi pengajar. 

4. Oi bidang kajian sejarah tematis dan kewilayahan perlu di­
catat hal-hal yang berkenaan dengan : 

a. Sejarah perjuangan adalah perjuangan -yang dilakukan 
oleh penduduk Indonesia dalam mencapai harkat ke­
bangsaan ( dan kemanusiaan) yang lebih tinggi; penger­
tian ini terutama dalarn kaitannya dengan perjuangan 
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penduduk Indonesia setelah berhadapan dengan kolo­
nialisam sebagai suatu sistim ; 

b. Perkembangan Industri yang menimbulkan dampak di 
segala bidang kehidupan masyarakat, khususnya (ter­
utama) ekonomi dan masyarakat dan nilai-nilai budaya; 

c. Penulisan Sejarah Kesenian, yang hingga sekarang ku­
rang meridapat perhatian dan menarik minat para seja­
rawan, sangat diperlukan untuk pembangunan bangsa. 

5. Kajian Jalan Sutera merupakan salah satu kajian yang me­
luas keluar wilayah dan masyarakat Indonesia, sangat pen­
ting artinya untuk memahami kedudukan dan peran Indone­
sia dalam pergaulan antar bangsa di masa lampau dan mema­
hami kemajemukan serta keanekaragaman kebudayaan 
bangsa yang berkembang di kepulauan Nusantara. Hasil kaji­
an sejarah itu juga pen ting sebagai sum ber ilham yang dapat 
merangsang kebanggaan kreativitas bangsa Indonesia dan 
p em bangunan. 

C. Saran dan Rekomendasi 

1. Para sejarawan dituntut agar senantiasa meningkatkan ke­
mampuan ilmiah dengan banyak melakukan pengkajian dan 
penulisan, disamping memperdalam ilmunya agar tidak ter­
tinggal oleh kemajuan ilmu pada umumnya, dan penulisan 
sejarah bangsanya. 

'1 Para pengajar sejarah dituntut agar senantiasa meningkatkan 
kemampuan dengan memperbanyak bacaan secara vertikal 
(ilmiah, ketrampilan), dan mengembangkan cara/metod 
pengajaran yang tepat demi efektivitas upaya penghayatan 
nilai-nilai yang terkandung dalam bahan pengajaran. 

3. Para pengabdi masyarakat di bidang kesejarahan dituntut 
untuk senantiasa meningkatkan kepekaan dalam mengikuti 
peristiwa-peristiwa bersejarah di sekitarnya dengan memper­
banyak bacaan dan mengikuti perkembangan sejarah sebagai 
disiplin ilmu maupun riwayat peristiwa di masa lampau. 
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4. Para sejarawan diharapkan dapat mengembangkan jaringan 
kerjasama, baik melalui jalur organisasi profesi maupun per­
orangan sehingga dapat memperlancar tukar menukar penga­
laman, ·pemikiran dan mengikuti perkembangan sejarah se­
bagai disiplin ilmu. 

5. Kerjasama yang baik antar lembaga yang berkaitan dengan 
kesejarahan baik pemerintah maupun masyarakat selama ini, 
hendaknya dibina dan ditingkatkan. 

6. Masyarakat Sejarawan Indonesia sebagai organisasi profesi 
dituntut untuk meningkatkan peranannya, dan menjalin 
kerjasama dengan organisasi profesi dan lembaga-lembaga 
yang berkaitan lainnya. 

Semarang, 29 Agustus l 990 

Seminar Sejarah Nasional V 
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Lampiran 1. 

DAFTAR PEMBAWA MAKALAH 

A. Subtema Umum 

1. Prof Dr. Haryati Soebadio 
Beberapa Catataii Tentang Kesetiakawanan Sosial dan 
Sejarah Perk em bangan Bangsa. 

2. M. Kharis Suhud 
Sejarah Sebagai Sarana Pewarisan Nilai 45. 

3. Ismail 
Peranan Sejarah dalam Pembangunan, Suatu Uraian Ten­
tang Wawasan Jati Diri, Sejarah dan Pembangunan. 

4. Prof. Dr. Sartono Kartodirdjo 
Fungsi Sejarah dalam Pembangumm Bangsa, Kesadaran 
Sejarah, Identitas dan Kepribadian Nasional. 

B. Subtema Sejarah Perjuangan 

I . Ors. Agust Supriyono, MA. 
Kegagalan Pakubuwana V dalam mempertahankan Wi­
layah Kerajaan Surakarta tahun 1930. 

2. Ors. Yuwono Dwi Priyantono 
Jaman Jepang di Jakarta (Suatu aktivitas Pemuda). 

3. Ors. Agrar Sudrajat 
Legitimasi Monopoli Penggunaan Kekerasan Fisik da­
lam Tatanan Masyarakat Kolonial. 

4. Ora. Chusnul Hayati 
Afdeling B: Gerakan Rahasia di Priangan Timur Tahun 
1919. 

5. Dra. Endang Susilowati 
Politik Kooperasi MH Thamrin dalam Memperjuangkan 
Kemerdekaan Indonesia. 

6. Prof. Dr. Hamid Abdullah 
Revolusi 1945 dan Pembangunan Nasional. 
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7. Drs. Eka Bh uw ana Pu tra 
Djawa Sinbun Kai. Situasi Persurat Kabaran di J awa pa­
da masa Pendudukkan Jepang 1942-1945. 

8. Ors. Zulfikar Ghazali 
Hisbullah: Salah satu cikal bakal TNI. 

9. Ora. Ietje Martina 
KH. Z. Mustofa dalam Perlawanan Santri Terha<lap Je­
pang tahun 1944. 

10. Ora. GA Manilet Ohorella 
Perlawanan Nuku di Tidore ( 1980-1805 ). 

C. SU.btema Pengajaran Sejarah 

1. Dr. Said Hamid Hassan 
25 tahun Pendidikan Sejarah. 

2. Dr. Sri Jutmini Rahardjo 
· Metode Penemuan sebagai Proses untuk mewarisi Nilai­

Nilai Bangsa. 

3. Dr. Abu Su'ud 
Pengajaran Sejarah. 

4. Ors. I Putu Gde Suwitha, SU. 
Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa (Sebuah. Penga­
laman Mengajar). 

D. Subtema Penulisan Sejarah 

1. Ora. Mona Lohanda 
Pandangan Holistik t erhadap Somber Sejarah. 

2. Dr. Abdurachman Suryomihaljo 
Masa Revolusi Indonesia: Suatu Tinjauan Historiografi. 

3. Ors. Iman Hilman 
Permasalah Penulisan Sejarah Pedesaan. 

4. Ors. Ridwan Melay 
Riau dan Sastra tulisnya; Pendekatan Filologi dalam 
Historiografi. 

... 
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5. Ors. Ida Bagus Sideman 
Dan Hyang Nirartha dan Kawangsa di Bali. 

6. Ors. Sugeng Priyadi 
Tinjauan Awai tentang Serat Babad Banyumas sebagai 
Sumber Sejarah. 

7. Ora. Darmiati 
Dari Sela-sela Arsip antara Penulisan dan Fakta. 

8. Ora. Tiurma Tobing 
Pelaksanaan Pemerintahan Militer di SWK. I/III lewat 
Arsip-arsip yang ada J uni 1 948 - J uni 1949. 

E. Subtema Sejarah Kesenian 

1. Dr. Kuntowijoyo 
Sejarah Kebudayaan. 

2. Ors. Tengku Luman Sinar, SH. 
Sejarah Senf Musik dan T~ Melayu di Sumatera Utara. 

3. Ora. Yulianti Parani 
Sejarah Kesenian Moderen Dinamika Argumentatif dari 
Kebangkitan Kesenian. 

4. Ora. Ratnaesih Maulana 
Hubungan Lukisan Gua-Gua Prasejarah dan Tradisi Ma­
syarakat Dani Baliem di Jayawijaya. 

F. Subtema Sejarah lndustrialisasi 

1. Ora. Tri Wahyuning M.I. 
Pedagang sebagai Dampak lndustrialisasi di dalain Masya­
rakat: Satu Kajian Awai. 

2. Dr. Djuliati Suroy0 
lndustri Perkebunan dan Dampaknya pada Masyarakat 
Perkebunan Kopi di Karesidenan Kedu. 

3. Dr. Suhartono 
Agro Industri dan Subsistensi Multikultur, Pajak, dan 
Kerja Wajib di Vorstenlanden (1850-1900). 
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4. Drs. Suharso 
Sejarah Industri Rokok Kretek Kudus: Survivalisme da­
lam Jeratan Struktur. 

5. Drs. JR. Chaniago 
Industri Sukabumi sehabis Perang: Potret Samar sebuah 
Perkembangan Fisik. 

6. Dr. Suyatno Kartodirdjo 
lndustrialisasi dan Dampaknya terhadap Masyarakat In­
donesia. 

7. Drs. Arninuddin Kasdi, MS 
Pengaruh Modernisasi Teknologi Pertanian Padi terha­
dap Masyarakat Pedesaan. 

G. Silk Roads 

I. Prof. Dr. T. Ibrahim Alfian 
Samudra Pasai Bandar Dagang dan Pusat Budaya. 

2. Dr. Hasan M. Arnbary 
Peranan Beberapa Bandar Utama di Sumatera Abad 
7 - 16 M Dalam Jalur Jalan Sutra Melalui Lautan. 

3. Drs: Uka Tjandrasasmita 
Perkembangan Kcta Banten Lama Hubungannya dengan 
J alan Su tra. 

4. Dra. Inajati Adrisijanti M. Romli 
Ragam Rias Pesisir-Pesisir Sekitar Abad XVI. 

5. Dr. Mukhlis P. 
Makassar (Somba Opu) dalam Jaringan Perdagangan di 
Indonesia Bagian Timur. 

6. Prof. Drs. Suwardi, MS. 
Warisan Bahari di Sepanjang Selat Malaka. 

7. Dr. Edi Sedyawati 
Data Awai Mengenai lnteraksi Antar Golongan Dalam 
Sastra Pesisir. 
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Lampiran 2 

KEPUTUSAN 
MENTERI PENDIDIK.AN DAN KEBUDAY AAN 

REPUBLIK INDONESIA 
Nomor: 0303/F/CJ/90 

Tentang: 

PEMBENTUKAN P ANITIA 
SEMINAR SEJARAH NASIONAL DALAM RANGKA 
PENGKAJIAN 45 T AHUN INDONESIA MERDEKA 

(SEMINAR SEJARAH NASIONAL V) 

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAY AAN 

Menimbang 

Mengingat 

a. Bahwa salah satu kegiatan Proyek Inven~ 
tarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasio­
nal Direktorat Sejarah dan Nilai Tradi­
sional Direktorat Jenderal Kebudayaan 
Departemen Pendidikan dan Kebudaya­
an tahun anggaran 1990/ 1991 adalah 
mengadakan Seminar Sejarah Nasional 
V di Semarang. 

b. Bahwa untuk dapat tercapainya tertib 
kerja yang berdaya guna dan berhasil 
guna dalam penyelenggaraan Seminar 
tersebut, maka perlu membentuk "Pa­
nitia Seminar Sejarah Nasional V". 

1. Keputusan Presiden Republik Indonesia: 
a. Nomor 44 tahun 1974; 
b. Nomor 237/M tahun 1978; 
c. Nomor 15 tahun 1984; 
d. Nomor 29 dan 30 tahun 1984; 

2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Ke­
budayaan : 



Menetapkan 

PERT AMA 

KEDUA 

KE TI GA 

KEEMPAT 
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a. Nomor 0222e/0/1990 tanggal 11 
September 1990; 

b. Nomor 0170/P/1990 tanggal 20 Ma­
ret 1990; 

3. Surat pengesahan DIP tahun anggaran 
1990/ 1991 tanggal : 592/XXIIl/3/90. 

a. Membentuk Panitia Seminar Sejarah 
Nasional V yang selanjutnya dalam ke­
putusan ini disebut "Panitia Seminar" 
dengan tugas mempersiapkan melaksana­
kan serta menyelesaikan seminar Seja­
rah Nasional V di Semarang. 

b. Panitia Seminar terdiri dari : 
I . Panitia Pengarah: 
2. Penanggung Jawab Panitia Penye­

lenggara; 
3. Panitia Pengarah Seminar Bandar Pe-

labuhan Jalan Sutra. 

Susunan/keanggotaan Panitia Seminar terse­
bu t pada pasal "Pertama" seperti tersebut 
dalam Lampiran Keputusan ini. 

Memberi wewenang kepada penanggung ja­
wab Panitia Penyelenggara untuk memben­
tuk Panitia Penyelenggara pusat dan daerah. 

"Panitia Seminar" harus telah menyelesai­
kan tugasnya pada akhir bulan Agustus 1990 
dan mewajibkan ketua Panitia menyampai­
kan Laporan tertulis tentang penyelenggara­
an dan hasil seminar serta pertanggung ja­
waban keuangan kepada Direktur Jenderal 
Kebudayaan. 

/ 

·- - -- ~·--~-----------------------...... 



KELIMA ·· 

KEEN AM 
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Hal-ha! lainnya yang. belum diatur dalam ke­
putusan ini akan diatur lebih lanjut da1am 
ketentuan tersendiri. 

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 
ditetapkan. 

Ditetapkan di 
Pada tanggal 

Jakarta 
3 Juni 1990 

MENTER! PENDIDIKAN DAN 
KEBUDAYAAN 

A.n.b. · 
DIREKTUR JENDERAL KEBUDAY AAN 

ttd. 

DRS. GBPH. POEGER 
NIP : 130.204.5 62. 

Keputusan ini disampaikan kepada : 

l. Sekretariat Negara; 
2. · Sekretariat Kabinet; 
3. · Semua Menteri Koordinator; 
4. Semua Menteri Negara; 
5. Semua Menteri; 
6. Semua Menteri Muda; 
7. Sekretariat Jenderal Depdikbud; 
8. Inspektorat Jenderal Depdikbud; 
9. Semua Dirjen dalam lingkungan Depdikbud ; 
10. Kepala Balitbang Dikbud; 
l1. Dirjen Hukum dan Perundang-undangan Departemen Ke­

hakiman; 
12. Semua Sekretaris Ditjen, lrjen dan Balitbang Dikbud dalam 

llngkungan Depdikbud; 
13. Semua Kepala Kantor Wilayah Depdikbud di Prolljfsi; 
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14. Semua Direktorat, Biro, Pusat, lnspektorat dan Perusahaan 
Nepa dalam lingkungan Depdikbud; 

15. SemuaKoordinator Perguruan Tinggi Swasta; 
16. Semua Universitas/Institut/Sekolah tinggi&Akademi dalam 

lingkungan Depdikbud; 
1 7. Sem.ua Gubernur Kepala Daerah Tingkat I; 
18. Badan Administrasi Kepegawaian Negara; 
19. Direktorat Jenderal Anggaran ; 
20. Direktorat Jenderal Pajak ; 
21. Dit. Perbendaharaan dan Belanja Negara, Ditjen Anggatcm 

Departemen Keuangan ; 
22. Bappenas; 
23. Ketua DPR. RI; 
24. Komisi IX DPR.RI; 
25 . Pengurus Pusat Korpri; 
26. Yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya. 
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LAMP IRAN Keputusan Menteri . 
Pendidikan dan Ke­
budayaan Republik 
Indonesia. 

Tanggal: 3 Juni 1990 

Nomor: 0303/F/CJ/90 

Daftar Susunan/Keanggotaan Panitia Seminar Sejarah Nasional 
V: 

1. Pelindung 

IL Penasehat 

III. Panitia Pengarah : 

Ketua 
·wakil Ketua 
Sekretaris 
Anggota 

1. Menteri Pendidikan dan Kebuday.aan 
Prof. DR. Fuad Hasan. 

2. Direktur Jenderal Kebudayaan 
Ors. GBPH. POEGER 

1. Prof. DR. Haryati Soebadio 
(Menteri Sosial RI). 

2. Prof. DR. Harsya W. Bachtiar 
(Kabalitbang Dikbud) 

3. H.M. Ismail 
(Gubemur KOH TK. I Prop. Jawa 
Tengah). 

Prof. DR. S. Budhisantoso 
DR. Abdurachman Suryomihardjo 
Ors. Anhar Gonggong 
1. Prof. DR. T. Ibrahim Alfian. 
2. Prof. DR. Hamid Abdullah. 
3. DR. AB. Lapian. 
4. Ors. Bastomi Eivan. 
5. DR. Edi Sedyawati. 
6. Ors. RZ. Leirissa, MA. 
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N. Penangung Jawab Panitia Penyelenggara: 

Pemirnpin Proyek lnventarisasi dan Dokumentasi Sejarah 
Nasional · 
Ora. Sutjiatiningsih. 

V. Panitia Pengarah Seminar Bandar Pelabuhan Jalan Sutra 
(Silk Roads) 

Ketua 
Wkl. Ketua 
Sekretaris 
Anggota 

Prof. DR. S. Budhisantoso 
DR. AB. Lapian. 
Drs. Anhar Gonggong. 
I . Drs. Bastomi Ervan. 
2. Drs. Uka Tjandrasasmita. 
3. Ors. Bambang Sumadio. 
4. FX. Soetopo. 
5. DR. Hasan Muarif Ambari. 

MENTER! PENDIDIKAN DAN 
KEBUDAYAAN 

A.n.b. 
DIREKTUR JENDERAL KEBUDAY AAN 

ttd. 

DRS. GBPH. POEGER 
NIP : 130.204.562. 




